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INDONESIA 
RULE OF LAW

INDEX

Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021

• Peningkatan 0.01 dalam
6 tahun

• Index berada jauh
dibawah rata-rata
regional

• Korupsi masih menjadi 
faktor yang 
memprihatinkan
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Rules of Law 
Factor

Sumber WJP Rule of Law Index 2015-2021
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Pemerintahan Pusat tidak berjalan
sesuai dengan amanat konstitusi
untuk menegakan negara hukum

(rechtsstaat)
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Sentralisasi Mengancam Desentralisasi

Terdapat 5 (lima) bukti Pemerintah Pusat Merusak

Praktik Desentralisasi

1. Menghapus tugas pemerintah daerah dalam

pengelolaan wilayah pesisir;

2. Pengambilalihan wewenang pemerintah daerah

menetapkan harga listrik;

3. Penghapusan kewenangan pemerintahan daerah

dalam mengatur pasar lokal;

4. Pemberian izin usaha dalam kendali pemerintah

pusat;dan

5. Menghapus wewenang pemimpin daerah dalam

menjamin ketaatan perusahaan untuk melakukan

restorasi lingkungan

Sumber: Victor Imanuel W. Nalle,2020 “Bagaimana UU Cipta Kerja
merusak desentralisasi yang dibangun setelah reformasi”,
https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-
desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091,
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Fenomena Penguatan Sentralisasi
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Berbagai peraturan perundang-undangan

yang diterbitkan sangat berdampak

terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Apakah peraturan tersebut memperkuat

sentralisasi atau desentralisasi ?

Akankah desentralisasi yang selama ini

menjadi jantung bagi berjalannya

pemerintahan daerah dibelenggu oleh

sentralisasi penyelenggaraan

pemerintahan? Berbagai dampak dari

peraturan ini turut mempengaruhi ruang

gerak pemerintah daerah.
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Mafioso Tambang di 
Daerah



Permasalahan Perizinan Tambang di Daerah
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Provinsi Kalimantan Selatan menjadi
provinsi dengan permasalahan perizinan
pertambangan tertinggi di Indonesia.

Sumber : Jeany Hartriani, dimuat dalam: https://eiti.esdm.go.id/ijin-
tambang-status-non-cc/

https://eiti.esdm.go.id/ijin-tambang-status-non-cc/


Tujuan Otonomi Daerah sebagaimana untuk memajukan pelayanan
dasar demi peningkatan kualitas sehingga meminimalisir

ketertinggalan dengan pusat dan mampu mencetak Sumber Daya
Manusia Kompetitif demi pembangunan bangsa berdasarkan asas

Gotong Royong

Ketentuan Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
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Sumber:  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Mengembalikan Marwah Otonomi Daerah



13

denny@integritylawfirm.id

• Daerah memiliki hak terhadap rumah
tangganya;

• Daerah diberikan kewenangan dalam
menjalankan Pemerintahan Daerah demi

kepentingan masyarakatnya;
• Daerah memiliki kewajiban untuk

meningkatkan kemajuan dan potensi khusus
yang dimiliki oleh daerah;

• Daerah memiliki sistem pemerintahan daerah
yang memiliki kekhsusan daerahnya;

• Daerah otonom hanya diperuntukkan bagi
negara dengan bentuk kesatuan

• Dae

Otonomi Daerah 
Sebagai Jantung
Berlangsungnya
Demokratisasi di 

Daerah



14

Pelemahan Undang-Undang Pemda Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

“Pasal 350 UU 23/2014
“Pasal 176 UU 11/2020 Cipta
Kerja

Pasal 350 ayat (1)
“Kepala Daerah wajib memberikan

pelayanan perizinan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan”

Pasal 176
“Kepala daerah wajib memberikan

pelayanan Perizinan Berusaha sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan norma, standar, prosedur,

dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat”

Secara implisit kewenangan Pemerintah Daerah
telah beralih kepada Pemerintah Pusat Kembali
terutama mengenai perizinan Berusaha di
Daerah 14

denny@integritylawfirm.id
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Dampak dari Tugas Pemerintah Daerah 
Beralih kepada Pemerintah Pusat

Salah satu konsekuensi penting dari

pembatasan peran dan wewenang

pemda setelah adanya UU No 11/2020

tentang cipta kerja adalah “Penurunan

Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)”.

Oleh sebab itu, Pemerintah daerah tidak

dapat menarik retribusi sebagai

pemasukan bagi kepentingan

pembangunan daerah

Keberadaan Retribusi di daerah
sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 64
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah bahwa “pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa dan pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi/ badan

Sumber :Sri Lestari Wahyuningroem, 2020, “Bagaimana Omnibus Law
Ciptaker Mengangkangi Otonomi Daerah, tirto.id,
https://tirto.id/bagaimana-omnibus-law-ciptaker-mengangkangi-otonomi-
daerah-f53y,
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3| Dinamika Perkembangan
Pemerintahan Daerah
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A. Pemilihan Kepala Daerah

Sumber:: https://www.liputan6.com/news/read/4652330/headline-usulan-pilkada-serentak-2024-digelar-27-
november-2024-payung-hukumnya
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
7/PUU-XIII/2015 Pengujian pasal 158 

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah)

Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bertentangan

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan

bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara

mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah

pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang

dibentuk sebelum pemilihan umum.

Perhitungan Hasil Pemilihan Umum di Daerah
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Gubernur

Wakil Gubernur

Bupati / Wali Kota

Wakil Bupati/ Wali
Kota

KEPALA DAERAH

Masa jabatan kepala daerah) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 
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Prajurit TNI/Polri Aktif Sebagai Kepala Daerah

Penunjukan TNI/Polri aktif sebagai

kepala daerah masih menjadi

polemik. Namun demikian, apakah

penujukan tersebut memperkuat

sendi demokrasi ataukah

merupakan bentuk dari kekuasaan

otoritatif semata?
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B. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Jabatan Gubernur yang berkedudukan juga sebagai wakil

Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam

kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada

Presiden

Lihat Lebih Lanjut: Pasal 91, 92, dan 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Kewenangan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 
(Pengujian Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan
bahwa Pasal 251 ayat 92) dan (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa tidak ada lagi kewenangan Menteri dan/atau
Gubernur di dalam mebatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Lihat Bagian Amar Putusan No. 4, Putusan Mahakamah
Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, hlm. 211.  
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Pengujian Peraturan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUU-XIV/2016 (Pengujian Pasal 251 ayat

(1), (4), (5) dan (7) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Melalui Putusan MK tersebut, maka
pengujian Peraturan Daerah dilaksanakan
melalui proses judicial review di Mahkamah
Agung dan dengan dibatalkannya Pasal 251
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, berarti
pengawasan represif terhadap Peraturan
Daerah melalui executive review tidak
dapat dilaksanakan lagi. Oleh sebab itu,
pengawasan respresif terhadap Peraturan
Daerah dilakukan oleh lembaga yudisial
yaitu Mahkamah Agung.
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C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi atau Kabupaten/Kota

Lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perkembangan Pengaturan
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU MD3”)

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU MD3

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas UU MD3

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubahan Ketiga atas UU MD3
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D. Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat;

4. Dinas;

5. Badan; dan

6. Kecamatan *untuk perangkat daerah

kabupaten/kota

Lihat: Pasal 209  ayat (1)) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
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E. Pembentukan Daerah

Pemekaran Daerah Penggabungan Daerah

2 (dua) bentuk Pemekaran Daerah:

1. Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah

Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih

daerah baru

2. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang

bersanding dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi

satu Daerah baru

2 (dua) bentuk Penggabungan Daerah:

1. Penggabungan dua Daerah Kabupaten/Kota

atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah

Provinsi menjadi Daerah Kabupaten/Kota baru

2. Penggabungan dua Daerah Provinsi atau lebih

yang bersanding menjadi Daerah Provinsi baru.

Lihat: Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Lihat: Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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4 (Empat) Provinsi Termuda di Indonesia

Kalimantan Utara (20 Oktober
2012)

Sulawesi Barat (5Oktober 
2004)

Kepulauan Riau (25 Oktober
2002)

Gorontalo (22 Desember
2000)
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Rencana Pemekaran Provinsi Baru di Indonesia

1. Bagaiaman dampak pemekaran provinsi baru
tersebut terhadap hubungan kewenangan,
kelembagaan, dan keuangan dengan pemerintah
pusat termasuk terhadap provinsi asal?

2. Apakah pemekaran provinsi tersebut dilakukan untuk
menjawab kebutuhan daerah?
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Desentraliasi Fiskal

Desain pengelolaan keuangan daerah hakikatnya akan
mencerminkan prinsip dari kebijakan desentralisasi
fiskal bagi daerah yaitu money follows function.
Sehingga daerah memiliki tanggungjawab untuk
melakukan penataan terkait penyelenggaraan
keuangan daerah agar dapat memenuhi kepentingan
daerah.

Lihat: Ahmad  Yani. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. hlm. 348. 
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Perkembangan Desentralisasi Fiskal

Tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah ( UU HKPD)

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada kebutuhan untuk
menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .



DUITokrasi Membunuh DEMOkrasi
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Angka Korupsi Pemerintahan
Daerah 

Sepanjang tahun 2010 –2018 terdapat 253 kepala daerah

ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak

hukum

Angka korupsi berdasarkan Profesi/Jabatan sepanjang tahun

2004-2021. Terlihat angka korupsi Gubernur/Wakil,

Bupati/Wakil, Wali Kota/Wakil mencapai jumlah 170 kasus

Lihat: Indonesia Corruption Watch, Korupsi Kepala Daerah, dimuat dalam:

https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0

Lihat: Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik TPK Berdasarkan

Profesi/Jabatan, dimuat dalam:

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

denny@integritylawfirm.id
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Fenomena Political Budget Di Daerah

Kehadiran political budget cycles
mempengaruhi pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah,
yang dipengaruhi oleh perubahan
pola pada struktur anggaran
negara.

Lihat: Adi Brender and Allan Drazen, “Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies”, Working Paper NBER 10539,  2004, hlm. 4.

Lihat; Rogoff Kenneth, “Equilibrium Political Budget Cycles”, American Economic Review LXXX, 1990, hlm. 25. 

Menurut Rogoff, political
budget cycles digunakan para
politisi yang menjabat untuk
mempengaruhi mekanisme
pemilihan, melalui instrumen
anggaran.
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Permasalahan Political Budget Cycles

1) Political Budget Cycles memiliki hubungan dengan indeks persepsi korupsi;
2) Tidak stabilnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah; dan
3) Lemahnya mekanisme check and balances dalam melaksanakan fungsi budgeting,

legislasi, dan controlling terhadap keuangan daerah.

Lihat:Min Shi and Jakob Svensson, Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries, Manuscript IIES Swedia: Stockholm University, 2002, hlm. 8.

Lihat: Hendra Karianga, Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Prespektif Hukum dan Politik, Depok: Kencana, 2017, hlm. 7.
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Fakta Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah
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Tumpang Tindih Penetapan Anggaran
pada APBN dan APBD

Per 1 Januari – 31 Mei 2019, Kementerian
Keuangan mencatat data Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dialokasikan
sebesar 724. 592, 59 miliar rupiah dan

sekitar 297. 342, 91 miliar rupiah sudah
direalisasikan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih antara penetapan anggaran didalam APBN dan

APBD (Anggaran Pendapatn Belanja Daerah) pada tahun 2019 terdapat 75% rasio ketidaksesuaian antara

penetapan APBN dan ABPD.

Lihat: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita Kinerja dan Fakta. 
Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019, hlm. 66. 
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Pengeluaran APBD  tidak sesuai dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah)

Pada tahun 2018 proses 
penetapan APBD Provinsi DKI 

Jakarta belum dilengkapi
dengan RPJMD tahun 2018 –

2022.

Lihat: Jessi Carina, 2018, Proses APBD 2018 Belum Dilengkapi RPJMD, https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/14/20121441/proses-apbd-2018-

belum-dilengkapi-rpjmd.



38

denny@integritylawfirm.id

3. Korupsi Kepala Daerah
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Bagaimana seharusnya kepala
daerah menjalankan tanggung
jawab pengelolaan keuangan

daerah secara AMANAH?

Pasal 1 angka 47 UU 23/2014 bahwa Dana Alokasi Umum atau
DAK adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.
Oleh karena itu, Kepala daerah menjalankan tanggungjawab
keuangan daerah harus objektif dalam pelaksanaan
desentralisasi
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Kunci Menciptakan Pemerintahan
Daerah Amanah 

Membentuk Pemerintahan Daerah yang Amanah akan terbentuk

apabila penegakan hukum bukan bagian yang dapat

diperjualbelikan dan mampu melawan duitokrasi

Sumber : Denny Indrayana, 2021, ”Duitokrasi Membunuh Demokrasi”, 

https://www.integritylaw.id/2021/03/21/duitokrasi-membunuh-demokrasi/,  

https://www.integritylaw.id/2021/03/21/duitokrasi-membunuh-demokrasi/
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